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ABSTRAK

GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM
BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. JALUR
NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG

Pennlis: Rio Hardani

PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan pengiriman barang
milik swasta yang bergerak di bidang iasa. Banvaknya penduduk yang mengirim
barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat
penting. Sclama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berialan dengan
lancar misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasai dari alam,
perbuatan manusia maupun sifat dari barang itu sendiri.Masalah yang timbui dan
menjadi kendala dalara perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya
kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut
maupun keterlambatan pula dalam pengiriman yang mengakibatkan kerugian
terhadap para konsumen.

Yang menjad: permasalahan adalah:

I. Bagaimana cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa
pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)?

2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi
dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraga
Ekakurir(JNE)?

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka jenis penelitian ini
menggunakan penelitian secara yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau melalui
observasi(pengamatan langsung) dan menjelaskan dalam suatu
gejala,peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan memberikan data yang
diteliti serta memusatkan perhatian kepada pemecahan-pemecahan masalah yang
aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan
permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman
barang melalui PT. JNE adalah: dengan melihat wujud wanprestasi yaitu
jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan
kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah
prestasi yang buruk, misalnya barang tersebut rusak hilang atau terlambat
sampai ke tujuan. Maka pengirim berhak melakukan klaim terhadap PT. INE
karena barang yang dikirim tidak tepat dengan perjanjian yang telah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan dalam dunia perniagaan sangat penting sekali, mengingat
sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke agen/grosir sampai ke
xonsumen.Pengangkutan adalah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam
kehidupan masyarakat.Dengan Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari
vertbu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan
pengangkuian dilakukan melalui,darat,laut dan udara sehingga setiap tempat
dalam wilayah Negara dapat dijangkau. Adanya tiga jalur ini inendorong
penggunraan zlat pengangkutan yang digerakkan secara mekanik.

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara
mekanik akan menunjang pembangunan diberbagai sektor misalnya sektor
perhubungan, Pengangkutan memperlancar arus manusia,barang jasa,informasi
ke seluruh penjuru tanah air, sektor pariwisata, pengangkutan memngkinkan
parawisatawan menjangkau berbagai objek wisata. Yang berarti pemasukan
devisa bagi Negara, sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat penyebaran
perdagangan barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pembangunan sampai
ke seluruh pelosok tanah air.Dapat diambil contoh dalam hal pengiriman barang,
mungkin dulu kalau ingin mengirim barang kita yang harus repot untuk mengurus
keperluan int itu.Dan tempat mengirim barang sangat jarang sckali. Tetapi karena
sekarang scgala keperluan dapat dilakukan dengan secara instan, hal tersebut

tidak lagi menjadi sulit.



Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik
perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan, sesuai tidaknya Undang-
Undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat
tergantung dengan penyelenggaraan pengangkutan.Demikian juga perkembangan
hukum kebiasaan, seberapa banvak prilaku yang diciptakan sebagai kebiasaan
dalam pergangkutan tergantung darr  penyelenggaraan  pengangkutan.
Pengembangan teknologi pengangkutan tergantung juga dari kemajuan bidang

peigangkutan yang digerakkan secara mekanik.

PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan pengiriman barang
milik swasta yang bergerak di bidang jasa. Banyaknya penduduk yang mengirim
barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat
penting.Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan
lancar misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam,
perbuatan manusia maupun sifat dari barang itu sendiri.Masalah yang timbul dan
menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya
kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan
tersebut maupun keterlambatan pula dalam pengiriman yang mengakibatkan
kerugian terhadap para konsumen.Pengusaha pengangkutan ialah pengusaha yang
bersedia ~ untuk  mengangkut  barang-barang  mulai  dari  tempat
pengangkutan(tempat pengiriman)sampai ditempat tujuan yang ditetapkan serta

biaya telah diperhitungkan sekaligus.'

Soegitjana Tjakranegara, 1995 Hukum Penganghkutan barang dan Pemumpang PT Rineka
Cipta,Jakarta, hal 70



Konsumen merasa dirugikan karena pihak penanggung jawab dari PT.JNE
tidak memberikan konfirmasi atas keterlambatan yang terjadi, selain
keterlambatan PT.JNE juga sering tidak teliti dan hati-hati dalam pengiriman
barang yang mengakibatkan hilang dan rusaknya paket barang Oleh karena itu
dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang tidak selamanya berjalan secara
lancar. Adakalanya pihak-pihak terscbut tidak melaksanakan isi dari perjanjian
atau wanprestasi baik yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian maupun dar
keadaan memaksa dari pengangkut Padaha!, kewajiban dari pengangkut tersebnt
adalah bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman sampai ke tujuan
penerima yang mengakibatkan pemenuhan prestasi iidak dapat berjalan dengan
baik mewajibkan kepada pihak perusahaan pengiriman barang untuk bertanggung

jawab atas kelailaian yang dilakukan.

Perjanjian pengangkutan barang tidak semata-mata mengikat kepada pengirim
atau pengangkut tetapi juga kepada penghantar karena setelah barang diterima
kepada penerima maka sejak saat itu timbul hubungan hukum antara
pengirim,pengangkut,penghantar dan penerima Personalia perikatan/perjanjian
adalah persoalan siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perikatan atau
perjanjian.” Terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penghantar penghantar
dengan pengirim barang maupun penerima maka lahirlah hak dan kewajiban
diantara para pihak.Secara teoritis,perjanian pengangkutan merupakan suatu

perikatan dimana satu pihak menvanggupi untuk dengan aman membawa barang

2 i \J
Rosmawati, 2014 /nti Sari Hukum Perikaran Palembang, Hal 23



atau orang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya,

menyanggupi untuk membayar ongkosnya.3

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat Kewajiban
penghantar adalah mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan baik
darat,laut dan udara untuk diserahkan kepada penerima Kewajiban pengirim
adalah membayar biaya pengaingkutan Kewajiban penerima adalah menerima
barang yang telah dikirim oleh pengangicut dalam keadaan baik dan layak dengan
tepat waktu.PT.JNE telah berupaya semaksimal mungkin mcngurangi resiko
kerusakan dari pihaknya dalam mengeimas pengiriman barang,antara lain,dengan
meningkatkan sarana dan prasarana. PT.JNE bertanggung jawab atas kerusakan
yang terjadi pada kesalahan pekerja perusahaan, karena langsung berhubungan
dengan pengirim barang Kecelakaan kerusakan barang yang terjadi dikarenakan
ada faktor ketidakdisiplinan para pekerja dalam melayani barang kiriman tersebut
seperti dengan cara terbentur, terbanting dan selain itu, disetabkan oleh faktor
cuaca alam yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman

barang tepat pada waktu yang disepakati.

Dan penyelenggaraan pengiriman barang melalui PT.JNE tidak pernah terlepas
dari hambatan-hambatan yang berakibat kerugian bagi pengirim maupun
penerima barang. Salah satu bentuk wanprestasi adalah hilang atau rusak.Hilang
diartikan dengan tidak ada lagi, lenyap atau tidak kelihatan Rusak diartikan sudah

tidak sempurna, tidak utuh lagi. Di suatu sisi dasarnya pelaksanaan perjanjian

R, Subukti 1995, Aneka Perjanjian Bandung PT Citra Aditya, Hal 69



pengiriman barang tidak dilakukan diatas suatu perjanjian secara
tertulis.Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dalam hukum kebiasaan
didasarkan kepada dokumen-dokumen pengangkutan saja, yang didalamnya
menerangkan tujuan pengiriman, nama pengirim,nama pengangkut serta biaya
pengangkutan.Berdasarkan hukum kebiasaan tersebut para pihak melakukan
kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa dibelakang hari
maka yang diajukan sebagai bukti adalah dokumen-dokumen tersebut, sedangkan

hubungan antara pengirim dan pergangkut diikat dengan perjanjian.

Dengan keadaan demikian adalah sangat menarik uniuk mengetahui secara
lebih dekat lagi tentang pelaksanaan perjanjian dalani hukum pengiriman barang
ini terutaina perihal bagaimana bentuk ganti rugi akibat wanprestasi dalamn jasa
pengiriman barang.Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan perjanjian
pengiriman barang khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak jasa
pengiriman barang terhadap rusaknya atau hilangnya barang kiriman
tersebut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim
kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang timbul
sengketa.Sebagai suatu bentuk perjanjian maka Kkonsumen pengirim barang
dilindungi oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen demikian juga halnya dengan pengusaha yang melakukan kegiatan

usaha pengiriman barang.4

“ Celina Tri Siwi Kristivanti,201 1 Hukum Perlindungan Konsumen,Sinar Grafika,Cet ke
3,Jakarta Hal. 47



Dari uraian diatas jelas yang menjadi latar belakang persoalan pembahasan
skripsi ini sekitar tentang ganti rugi oleh pihak perusahaan atau pihak yang
melakukan perjanjian pengiriman barang terutama dalam hal ini perjanjiaan
pengiriman barang dengan judul “ GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI
DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT.JALUR

NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG™".

B. Permasalahan

1. Bagaimana cara membuktikan wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman
barang inelalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)?
2. Bagaunana kritera menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi

dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha

Ekakurir(JNE)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada cara membuktikan
wanprestasi dalam jasa pengiriman barang dan kriteria dalam menentukan
besarnya ganti rugi akibat wanprestasi ,tanpa kemungkinan menyinggung pula

hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan

yang jelas tentang :

. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan

wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang di PT.JNE Palembang.



2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria menentukan
besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman
barang oleh Iﬁerusahaan yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan

informas! bagi ilinu pengetahuan, khususnya hukum perdata.
D. Defenisi Operasional

Definisi operasionai merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian
vang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran
penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini
akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan

judul skripsi ini sebagai berikut :

I. Ganti Rugi adalah Cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh
pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita
kerugian oleh pihak lain yang melakukan kesalahan sehingga
menyebabkan kerugian tersebut.

2. Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya
prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan
oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan

dalam kontrak vang bersangkutan.



3. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan
barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan
selamat.

4. Kewajiban penghantar adalah mengirimkan barang dari pengirim
melalui pengangkutan baik darai laut dan udara untuk diserahkan
kepada penerima.

5. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan.

6. Kewajiban Penerima adalah menerima barang vang telah dikirim
oleh pengangkut dalam keadaan baik dan layak dengan tepat

waktu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka jenis peunelitian ini
menggunakan penelitian secara yuridis empiris vaitu penelitian yang dilakukan
dengan mengkaji  peraturan  perundang-undangan vang terkait dan
menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau melalui

observasi(pengamatan langsung).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah bersifat
deskriptif menjelaskan dalam suatu gejala,peristiwa kejadian yang terjadi pada

saat sekarang dan memberikan data yang diteliti serta memusatkan perhatian



kepada pemecahan-pemecahan masalah yang aktual sebagaimana adanya pada

saat penelitian dilaksanakan.

3. Sumber Data

d.

1. Sumber data dalam penelitian ini adalah

Data Primer

Data Primer adalah data yang dipcioleh langsung dari objek yang ditelit:,
diamati dan dicatat pertama kali yaite data yang diambil dari perusahaan
JNE Palembang meialui:

1.Observasi vaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan
pengamatan iangsung terhadap objek penelitian.

2.Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung
pada objek penelitian, dengan cara Tanya jawab atau berhadapan
langsung.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan
dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum vyaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa pengaturan perundang-
undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang

dibahas yaitu tentang pengiriman barang,



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berasal dari berbagai literature yang tidak terbatas
hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa  bahan-bahan
dokumentasi,majalah,Koran dan lain-lain.

¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi
kamus,ensiklopedia,website,dan lain-lair.

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Peneiitian Kepustakaan(/.ibrary Research)

Dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun
kerangka sistematis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum

seperti:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundangan-undangan yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder,yaitu bahan hokum yang didapat dari teori-
teori pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.

¢. Bahan Hukum Tersier,yaitu bahan hukum pendukung bahan primer

dan sekunder,seperti kasus hukum,ensiklopedia.dll.

(]

. Penehitian Lapangan (/ield Research)

Dalam upava mendapatkan data primer dengan cara melakukan penelitian

lapangan dan mewawancarai pihak dari P'T. INE Palembang.
pang p g
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3. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif,yaitu
analisa data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis, dengan tidak
menggunakan angka-angka tetapi dalam bentuk uraian (deskripsi) berdasarkan
hasii penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-
undangan,teori-teort dan pendapat-pendapat para pakar, ahli hukum dan dianalisis
satu persatu selanjutnya disusun secara sistemaiis, schingga dapat menjawab
permasalahan yang ada daiam bentuk skripsi.Maka dari permaszlahan teisebut
dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam

mengambil kcpuiusan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.
I'. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional,

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab 11, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian perjanjian pengiriman
barang pengertian wanprestasi,unsure-unsur wanprestasi,macam-macam
kerugian,pengertian jasa pengiriman barang,pertanggung jawaban akibat

wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang.
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Bab III, Merupakan pembahasan cara membuktikan terjadinya
wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha
Ekakurir (JNE) dan kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi

bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Bab IV, Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan

skiipsi int yang diformat dalam kesimpulan dan saran.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Perjanjian Pengiriman Barang

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Salah satu tujuan Negara
adalah mensejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi sesuai dengan
amanzh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
alinea ke empat.Hal ini dibuktikan dalam perencanaan pembangunan nasional yang
disusun secara sistematis.terarah,terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
yang terdiri dari pemerintah(pusat.provinsi dan kabupateivkota), pelaku usaha dan
masyarakat keseluruhannya termaktub dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004

tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keberadaan persaingan usaha tidak lepas dan keterlibatan antar pelaku usaha
;meliputi produsen,distributor,pelaku usaha dan konsumen meliputi beberapa
rangkaian kegiatan produksi yakni kebutuhan akan bahan
baku,pengolahan,pendistribusian  atau  peredaran barang/jasa  dipasar.Untuk
mendukung mobilasi usaha maka kegiatan tersebut terciptalah hubungan hukum
antar pelaku usaha.Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan
kewajiban serta tanggung jawab yaitu perjanjian.Hakikat dari pengertian perjanjian
vang tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata,vang menyebutkan bahwa “Suaru

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirvinya

13



14

terhadap satu orang lain atau lebih’'> Dalam suatu perjanjian terdapat
kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian
tertulis yang didalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh
hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu
berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban

memenuhi kewajiban tersebut.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi; kesepakatan, kecakapan, hal
tertentu dan kausa yang halal atau sebab yang tidak dilarang. Dengan
terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian tersebut inaka perjanjian tersebut menjadi
sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang

membuatnya’.
1. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu
orang lebih dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-
pihak yang meliputi unsur-unsur perjanjian,syarat-syarat tertentu dan bentuk
tertentu. Jika dalam keadaan sepakat ada unsure paksaan,penipuan dan tipu
muslihat maka dapat dilakukan pembatalan atas perjanjian tersebut.Bagaimana
caranya untuk menentukan telah terjadinya “kata sepakat”, selalu menjadi

pertanyaan saat terjadinya kesepakatan antar pthak.

* Galuh Puspaningrum 2011 Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan
{/saha Yogyakarta: Aswaja Pressindo,Hal 57
6

Ihid.
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Teori yang melandasi lahirnya kata sepakat,yakni:

a. Teori Kehendak (wilstheorie):Teori im adalah yang tertua dan
menekankan kepada factor kehendak. Menurut teori ini jika kita
mengemukakan suatu peinyataan yang berbeda dengan apa yang
dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut.

b. Teort Pernyataan (Verklaringstheorie) ‘Menurut tcori inikebutuhan
masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang
dinyatakan. Jika A misalkan menawarkan sesuatu harang kepada B dan
diterima oleh B, maka antara A dan B telah terjadi persetujuan tanpa
menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan
kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.

c. Teori Kepercayaan (Vetrouwenstheorie): Teori yang sekarang dianut juga
oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan,diinana menurut teori ini kata
sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

2. Kecakapan

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum dalam pengertian bahwa
pthak-pthak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (telah

mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal sehat.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang tidak cakap hukum

untuk melakukan suatu perjanjian adalah sebagai berikut:
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a. Anak yang belum dewasa

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan

¢. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-
Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang

dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang beium
dewasa berumur dibawah 21 tahun dan belum menikah. Di sisi lain menurut
Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaiis Pasal 39 ayat |
disebutkan bahwa seorang dewasa adalah: Penghadap berumur 18 (delapan belas)
tahun atau telah menikah. Terdapat perbedaan mengenai ukuran kedewasaan
dalam pasal 1330 KUH Perdata dengan ketentuan dalam Undang-Undang lain,
sehingga hal ini menimbulkan persoaln hukum. Dalm prakiik pembuatan akta
oleh Notaris, apabila penghadap telah memenuhi usia 18 tahun maka dapat
dianggap cakap untuk membuat akta perjanjian di hadapan Notaris. Perbedaan
demikian memerlukan penafsiran, sesungguhnya ukuran dewasa atau cakap dalam
membuat perjanjian itu sesungguhnya mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata
atau Undang-Undang lain. Hal ini memerlukan pemikiran para ahli dan
pembentuk Undang-Undang agar kelak terdapat keseragaman mengenai batas usia

dewasa vang dapat berlaku secara nasional.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian adalah adanya suatu hal (objek)

tertentu,sebagai pokok perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda
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maupun atau suatu prestasi tertentu. Objek itu dapat berupa benda berwujud
maupun benda tidak berwujud.Suatu perjanjian harus mempunyai pokok(objek)
suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. sedangkan mengenai
jumlahnya,dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian,asalkan nanti
dapat dihitung atau dapat ditentukan jumlahnya (Pasal 1339 KUH Perdata). Hakim
kiranya akan berusaha sebisanya untuk mencari taku apa pokok atau objek dari
suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan, tetapi bila sampai tidak
dapat sama sekali ditentukan pokok atau objek perjanjian itu maka perjanjian itu

menjadi batal.

4. Kausa yang Halal atau Sebab yang tidak Dilarang

Svarat keempm dari <iatu periantian adalah kausa vang halal atan sebah
yang halal. Kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh
para pihak vang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan
ketertiban umum. Berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata bahwa “Swuatu sebab
adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. "

Dipahami bahwa KUH Perdata secara tegas melarang suatu perjanjian
vang memiliki klausul kausa /sebab terlarang yang dilarang undang-undang dan
bertentangan dengan kesusilaan apabila obyek perjanjian merupakan barang
terlarang seperti jual beli narkotika, perjanjian untuk berbuat asusila dan lain
sebagainyva. Perjanjian yvang dibuat dengan sebab terlarang / kausa tidak halal

maka siapapun terutama hakim dapat membatalkan perjanjian tersebut.
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Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip perjanjian, di anta:anya:7
1. Prinsip Kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontiak ialah kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-
Undang diberikan kepada masyrakat uniuk mengadakan perjanjian , asalkan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan , kesusilaan dan ketertiban

umum. Memberikan kebebasan para prthak dalam art::

a. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
b. Dengan siapapun melakukar perjanjian

¢. Menentukan isi perjanjian dan membuat bentuk perjanjian.

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan pilihan bebas pada seorang
untuk mengadakan perjanjian. Tetapi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat
sahnya perjanjian yang membatasi asas kebebasan berkontrak ini, yaitu mengenai

kesepakatan, kecakapan para pihak dan obyek perjanjian.

2. Princin Kansensualisme

Apabila menyimak rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mercka vang membuatnva.” Istilah secara sah mempunyai

makna bahwa dalam pembuatan perjanjian vang sah (menurut hukum) adalah

7 Ihid. Halaman 61



19

mengikat Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya terdapat syarat sahnya
perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas
konsesualisme merupakan asa yang merupakan bahwa perjanjian pada umumnya
cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan
kesesuaian antara kehendak antara kedua belah pihak. Saat terjadinya kata sepakat
maka kata kesepakatan vang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian
dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak

diterima cleh pihak lain.

Konsekwensi dari kata sepakat ialah jika suatu perjanjian terjad: sejak
tercapainya konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak atau mereka yang
membuat perjanjian Atau suatu perjanjian telah dianggap sah dalam arti sudah
mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari

perianjian itu.

3. Prinsip Pacta Sunt Servanda

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka
vang membuatnva.” Pacta sunt servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti
“janji harus ditepati”, Prinsip ini merupakan prinsip dasar sistem hukum civil law
dan hukum internasional. Pada umumnya, prinsip ini berkaitan dengan kontrak
atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, dengan menekankan bahwa

perjanjian merupakan undang-undang bagi para pithak yang membuatnya dan
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menyiratkan bahwa pengikatan terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian

merupakan tindakan melangear janji atau wanprestasi.

Pengertian dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya menunjukan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan
menempatkan posist para pthak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-
undang. Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat secara mandiri mengatur
pola hubungan-inibungan hokum diantara mereka. Kekuatau perjanjian yang
dibuat secara sah akan berlaku seperti undang-undang yang harus ditaati oleh nara

pihak. Disamping itu asas ini juga disebut dengan asas kepastian hokum.
4. Princip Ttikad Raik

Prinsip itikad baik di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dapat
disimpulkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Prinsip itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur
harus melaksanakan substansi dari perjanjian berdasarkan kepercayaan atau
keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Para pihak tidak hanya
tertkat oleh ketentuan yang ada dalam perjanjian dan undang-undang, tetapi juga
terikat oleh itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik berarti
bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan
diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-
akalan dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan

orang lain.
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Prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum bagi pelaku usaha
menjadi dasar fundamental yang harus ditaati sebagai etika bisnis, pengendalian
diri dan pengembangan tanggung jawab social dalam rangka menciptakan
persaingan usaha yang sehat yang kemudian diimplementasikan pada hubungan
hukum antar pelaku vsaha dan konsumen. Makia dari prinsip-prinsip perjanjian
yang berlaku bagi subjek hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian
yakni pertama prinsip kebebasan berkontrak, prinsip ini memberikan kebebasan
yvang seluas-iuvasnya bagi subjek hukum untuk mengadakan perjanjian atau
kontrak dengan menentukan isi, bentuk dan causa perjanjian seita menentukan
pilihan dengan subjek hukum lainnva yang akan dilibatkan langsung dalam

perjaniai.

Jadi pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik ditentukan berdasarkan
causa dan tujuan dari perjanjian tersebut. Jika terjadi itikad tidak baik dari salah
satu pihak maka dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji
ialah suatu keadaan yang dikarenakan kelailaian debitur yang tidak dapat
memenuhi prestasi seperti vang telah ditentukan dalam perjanjian bukan
overmacht. Sebelum dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) terlebih dahulu harus
dilakukan somasi (ingebrekestelling) yaitu suatu peringatan kepada debitur agar
memenuhi prestasi. Ingkar janji atau wanprestasi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga)
yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan

memenuhi prestasi secara tidak baik.

Oleh karena it konceknens dar tindakan \\-‘:]ﬂprc_‘if:\\'i ialah timhulnva hak

dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut untuk menuntut ganti rugi
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sebagaimana diatur pada Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa: “pihak
yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang
lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau
menuntut pembatalan persetujuan, dengan pergantian biaya kerugian dan bunga™.
Pasal ini memberikan peluang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut
pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian yang disertai ganti kerug.an,

peinenuhan perjaniian disertai ganti kerugian dan pembatalan perjanjian.

Kempat princin nerianiian tercehnt diatas pada dasarnya hars dipatuhi
oleh semua subjek hukum yang membuat perjanjian khususnya dalam kegiatan
ckoriomi, jika iidak patuh dan tidak dilakukan dengan patut dapat memberikan
konsekwensi yakni batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun terkait
dengan kegiatan ekonomi yang sarat dengan perjanjian baku (standart contract)
notabane dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat modern dan keadaan
social ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku sebagai alas an
efisiensi. Contoh perjanjian baku yakni: kredit perbankan, perjanjian asuransi,
perjanjian penitipan barang, perjanjian konsumen dan lain sebagainya.Hal ini juga
mendapat dukungan dari ketentuan pada Bab V, pencantuman klausula baku,

Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

PT Ialur Nugraha Fkakurir merupakan :w:—,‘rugahaz)n r\e_ngiriman harano milik
swasta yang bergerak di bidang jasa. Banyaknya penduduk yang mengirim barang
dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang int menjadi sangat

penting Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan
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lancar misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam,

perbuatan manusia maupun sifat dari barang itu sendiri.

Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman
barang terjadi karena adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun keterlambatan pula dalam pengiriman
vang mengakibaikan kerugian terhadap para konsumen.Pengusaha pengangkutan
ialah pengusaha vang bersedia untuk mengangkut barang-barang mulai dari
tempat pengangkutan(tempat pengirimarn)sampai ditempat tujuan vang ditetapkan

serta biaya telah diperhitungkan sekaligus.

Perjanjian pengiriman harang adaiah pihak yang berkepeutingan dan secara
langsung terkait dalam perjanjian pengiriman barang, karena berkedudukan
sebagai pihak dalam perjanjian. Dalam KUHD tidak terdapat definisi secara
umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari pengiriman barang,
pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi
atas barang yang dikirim.Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau
badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang vang akan diangkat, atau
berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan

penerima barang kriteria pengirim barang adalah:

a. Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian
b. Membayar biaya angkutan

¢. Pemegang dokumen angkutan.
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B. Pengertian Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai
mana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan
debiiur. Dalam restatement of the law of contracts (Amerika Serikat), Wanprestasi
atau dreach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts dan
partial oreachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin
dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih
mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabiia
ia telah diberikan semasi oleh kreditur aiau juru sita. Somasi itu minimal telah
dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak
diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan

pengadilanlah yang akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak.®
2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Apabila  si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang
dijanjikannya,maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. la alpa atau “lalai”
atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila 1a melakukan atau
berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari

bahasa belanda. vang berarti prestasi buruk.

® Qalim H.S.2014 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Jakarta: Sinar Grafika,
Hal 98
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Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur
yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika
atau dalam jangka waktu seperti vang ditentukan dalam pemberitahuan itu.
Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: * Si berutang adalah
lalai, apabila ic dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah
dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri. ialah jika ini menetapkan bahwa si
berutang harus dianggap lalai dengan lewatnva waktu yang ditentukan. Dari
ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi

apabiia sudah ada somasi (in gehreke stelling)."

3. Akibat Adanya Wanprestasi
Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut."’

a. Perikatan tetap ada
Kreditur masith dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi,
apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak
menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal
in1 disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur
melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membavar ganti rugi kepada kreditur (_Pélsal 1243 KUH

Perdata)

- Salim H.S, Op, Cit, Hal 96
" Ihidd. halaman. 99
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c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul
setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan
besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk
berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan Jdir: dart kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan
menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi

hal-hal sebagai berikut; 2

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal
1267 KUH Perdata).

c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian
karena keterlambatan.

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
Ganti rugt itu berupa pembayaran uang denda.

A. Macam-Macam Kerugian Dalam Wanprestasi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, vaitu ganti rugi Karena wanprestasi

dan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam

12 O
Ihid halaman .99
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Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d Pasal 1252
KUH Perdata.Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah
suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan
kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya

kesalahan, bukan karena adanya perjanjian."’

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang
dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi is1 perjanjian yang telah dibuat
antara kreditur dengan debiur. Misalnya, A berianji akan mengirimkan barang
kepada B pada tanggal 18 Maret 2016. Akan tetapi, pada tanggal vang telah
ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat
menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan
peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali.Apabila peringatan/teguran itu
telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti
rugi kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah

dilakukan somasi.

Ganti kerugian vang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah

sebagai berikut: "'

1. Kerugian vang telah dideritanya, vyaitu berupa penggantian biaya-biaya

dan kerugian

Y Salim H.S 2014 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Jakarta: Sinar Grafika.
Hal 100
" Ibid. halaman. 101
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2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini

ditujukan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang
telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah
berkurangnya harta kekayaan vyang disebabkan adanya kerusakan atau
kerugian.Sedanigkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh
kreditur Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bungan itu harus merupakan
akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebeium terjadinya
perjanjian. Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahkwa penggantian

kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uany.
C. Pengertian Jasa Pengiriman barang

Jasa pengiriman barang adalah suatu organisasi iaba/perusahaan yang
bergerak di bidang jasa dalam pengiriman barang. Akhir-akhir ini jasa pengiriman
barang ini sangat diminati penggunanya, karena dapat dipercaya, dan sangat
memuaskan.Kita tidak perlu lagi repot untuk mengirimkan barang, karena Kita

hanya perlu pergi ke tempat-tempat cabang dari jasa pengiriman barang itu. C

Hanya dengan memberikan alamat tujuan alamat yang lengkap, hitung
berat barang, dan hitung jarak dari kota awalke kota tujuan dari situ dapat dihitung
total biaya vang diperlukan untuk pengiriman barang. Sefnua dilakukan hanya
dengan waktu vang siﬁgkat, Bagi penerima. mereka hanya menunggu saja

dirumah atau ditempat yang dituju, nanti barang akan langsung sampai ke tempat

" http //rezadaniss. blogspot com/2016/06/1aba-dibidang-jasa html diakses tanggal 07 Desember
2016
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tujuan tanpa perlu lagi bagi penerima barang untuk mengambil ke kantor cabang

pengiriman jasa.

Seringkali dikatakan bahwa jasa memiliki karakteristik unik yang
membedakannya dari barang atau produk-produk manufaktur. Empat karakteristik
yang paling sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari barang pada umumnva

adalah

a. Tidak berwujud
Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud berarti jasa tudak dapat dilihat,
dirasakan, dicicipi atau disentuh sepert: yang dapat dirasakan dari suatu
barang.

b. Heteregonitas
Jasa merupakan variable non- standard an sangat bervariasi. Artinya,
karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang
sama walaupun dikegjakan oleh satu barang. Hal ini dikarenakan oleh
interaksi manusia(karvawan dan konsumen) dengan segala perbedaan
harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut.

c. Tidak dapat dipisahkan
Jasa umumnya dihasilkan dan di konsumsi pada saat yang bersamaan,
dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen
harus berada ditempat jasa vang dimintanya, sehingga konsumen melihat
dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut,

d. Tidak tahan lama



31

Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bias
disimpan, di jual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada
produsen jasa dimana ia membeli jasa.

D. Pertanggung Jawaban Atas Wanprestasi Bidang Jasa Pengiriman

Barang

Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengangkut yaitu PT. Jalur Nugraha
Ekakurit(JNE) dapat dilihat daiam Pasal 468, Pasal 470 dan Pasai 47Ca Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang dan Syarat Standar Pengiriman PT. lalur
Nugraha Ekakurir(SSP) yang berbunyi:Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang Ayat | : “Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang
vang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang
tersebut”. Ayat 2(a) “Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila
barang yang diangkutnya tidak diserahkan atau rusak™ Ayat 2 (b) “Tetapi
pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat

diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena:

1. Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.
2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.

2

3. Suatu kelailaian atau kesalahan si pengirim sendiri

Ayat 3 “Pengangkut juga bertanggung jawab kepada:

1. Segala perbuatan mereka vang diperkejakan bagi kepentingan pengangkut
itu.

2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri
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3. Segala barang (alat-alat) vang dipakainya untuk menyelenggarakan

pengangkutan itu.

Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur dua hal, yaitu bahwa awal
dari tanggung jawab pengangkut adalah sejak barang diterima uniuk diangkut
sampai pada penerima,dan kedua, pengangkut mempunyai kewajiban untuk
menjaga keselamatan barang selama pengangkutan iersebut. Ketentuan tersebut
bersifat umum , karena tidak dijelaskan secara konkrit dimana barang dianggap
tclah diserahkan kepada pengangkut untuk diangkiut dan dimana barang dianggap

telah diserahkan kepada penerima.

Dasar tanggung jawab ganti-rugi cleh pihak PT INE terdapat pada pasal 8
ayat (1) tentang ganti rugi (SSP) yang berbunyi: ©* JNE hanya bertanggung jawab
untuk mengganti kerugian vang dialami Shipper akibat kerusakan atau kehilangan
dari pengirim dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi
ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan
catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian

karyawan atau agen JNE”.

Mengenai Tanggung jawab PT. JNE akibat kelailaian yang dilakukan oleh
para karyawan PT. JNE sendiri dengan tidak bertanya mengenai jenis dan isi dari
setiap barang kiriman milik para pengirim sehingga menimbulkan kerusakan pada
proses pengirimannya juga diatur didalam Pasal 19 avat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

ayat 1: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
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pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2 : Ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.'®

Sehingga apabila dalam proses pengiriman barang telah terjadi kerusakan
barang dai kerusakan tersebut terjadi karena kesalahan pengangkut sendiri yakni
PT. JNE, maka PT.JNE harus bertanggung jawab mengganti Kerugian yang

diderita oleh para pengirim.

16 4 G wE SERE R i - = - = -
Celina Tri Siwi Kristivanti. 2011 Hukum Perlindungan Konsumen Sinar Grafika Cet ke
3.Jakarta Hal 69



BAB II1
PEMBAHASAN

A. Cara Membuktikan Terjadinya Wanprestasi Dalam Bidang Jasa

Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE).

Wanprestasi mempaunyai hubungan vang sangat erat dengan somasi.
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau l!alai melaksanakan kewajiban sebagai
mana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
Dalam restutement of the law of contracts (Amerika Serikat), Wanprestas: atau
breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts dan partial
breachts. Tetal breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan,
sedangkan particl breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk
dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan
somast oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak
tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka
kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang

akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka
dikatakan 1a melakukan “wanprestasi”. la alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau
juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh
dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti

prestast buruk.

34



35

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat

macam : 4

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjarjian tidak boich dilakukannya.

Terhadap kelailaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur
sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau
hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bag: debitur yang lalai ada

empat macam yaitu

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

¢. Peralihan risiko

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu
penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan
wanprestasi atau lalai dan kalau itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka
hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang
lalai atau alpa. karena sering juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu

pihak diwajibkan melakukan prestasi vang dijanjikan. Dalam jual beli barang

7 Subekti 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Cet 21 Hal 45
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misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli,

atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi.

Dalam hal seorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan
uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang
melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak
melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar
perjanjian. la melakukan wanprestasi. Begitu pula, kalau saya memesan pakaian
untuk saya pakai pada perayaan Hari Kemerdekaan, maka teranglah penjahit

pakaian itu lalai, bila pada tanggal 17 Agustus pakaian tersebut belum selesai.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk
melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya
tetapi berutang akan dianggap lalai dengan lewatnva waktu yang ditentukan,
pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus

diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan
somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak
tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apa bila somasi itu tidak diindahkannya,
maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah

vang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Wujud wanprestasi vaitu jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi
tersebut yang merupakan kewajibannya. maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat

atau katakanlah prestasi vang buruk, vyaitu para pihak tidak melaksanakan
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kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena
kelailaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap

janjinya dapat berupa:

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijaniikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.

¢. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi kadaluwarsa.

d. Melakukan suatu perbuatan vyang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seorang melakukan wanprestasi dalam suatu
perianjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sckali juga tidak dijanjikan
dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi Yang
diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa
tidak berbuat sesuatu akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan
wanprestasi  yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu vang tidak

diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang
memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka
menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi
dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai
batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan
wanprestasi. diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur vang diberikan

kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.
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1. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan darn
ingebrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243
KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si
berutang(debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesui dengan isi perjanjian yang
telah disepekati anatara keduanya. Somasi tiimbul disebabkan debitur tidak
mermenuhi prestasinya, sesuai dengan yang dijanjikannya. Ada tiga cara terjadinva

somasi itu, vaitu:'®

a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima
sekeranjang jainbu seharusnya sekeranjang apel.

b. Debitur tidak memenuh: prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak
memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan
melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi.
Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak
mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak
memberikan prestasi.

c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur

setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrument hukum guna mendorong
debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan,

maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini

¥ Salim H.S.2014 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Jakarta: Sinar Grafika,
Hal 96
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apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara

kreditur dengan debitur.
2. Bentuk dan Isi Somasi

Dari telaahan berbagai kctentuan teintang somasi, tampaklah bahwa bentuk
soimasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat
perintah atau sebuah akta yang sejenis Yang berwenang mengeluarkan surat
periniah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang
berwenang adalah Juru Sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain-lain. Surat
teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak
tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal kreditur. Tenggang waktu yang
ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan |, II, dan IlI adalah tiga
puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau

Sembilan puluh hari.

3. Peristiwa-Peristiwa yang Tidak Memerlukan Somasi
Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai,
sebagaimana dikemukakan berikut ini:"”

a. Debitur menolak pemenuhan.
Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak
pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa
dalam sikap penolakan demikian suatu 50111;151' tidak akan menimbulkan

suatu perubahan.

" Ihid Halaman 98
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b. Debitur mengakui kelalaiannya.
Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara
implicit(diam-diam), misalnya menawarkan ganti rugi.

¢. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.
Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar perisiiwa
overmachi’) tidak mungkin dilakukan,misalnya karena debitur kchilangan
barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak
perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya(scmasi
untuk pemenuhan prestasi)

d. Pemenuhan tidak berarti lagi(zinloos)
Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debiiur uniuk memberikan
atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu
tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh kiasik, kewajiban untuk
menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang
tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.
Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur .

Debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

Hasil wawancara vyang dilakukan kepada pihak PT. Jalur Nugraha
Ekakurir bahwa untuk membuktikan terjadinya wanprestasi yaitu *’dengan adanya

sistem atau service terhadap barang-barang pengirim. Sebelum melakukan service

0, . - ) } S ; s :
“Hasil wawancara dengan ibu lili, Tanggal 12 Januari 2017, di PT Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)
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terhadap barang-barang si pengirim PT. JNE mempunyai beberapa macam cara

untuk pengiriman barang yaitu:

a. Super Speed(SS)
JNE SS adalah pengiriman paket atau dokumen peka waktu yang harus
diberangkatkan sesegera mungkin diluar jadwal rutin dan rute tetap JNE.

b. Yakin Esok Sampai( YES)
JNE YES adalah layanan pengiriman premium dengan target kiriman
sampai ditujuan pada keesokan harinva termasuk hari iminggu dan libur
nasional.

c. Reguler (REG)
JNE Reguler adalah layanan pengiriman cepat, aman, dan handal sampat
ke polosok Indonesia.

d. Ongkos Kirim Ekonomis (OKE)
JNE OKE adalah layanan pengiriman untuk barang berukuran besar atau
berat dengan harga ekonomis.

e. JNE Loyalty Card (Membership)
JNE Loyalty Card (JLC) merupakan program ke anggotaan yang ditujukan

kepada pelanggan setia INE.DLL.

Dari beberapa macam pengiriman tersebut diambil satu contoh vaitu YES
(Yakin Esok Sampai), ada seseorang pengirim menggunakan jasa ini artinva
sebelum 24 jam barang vang dikirim akan sampai kepada tujuan esok har setelah
pengirim tersebut sudah membuat perjanjian kepada pihak dari JNE. Pihak JNE

harus langsung mengirim barang tersebut secepatnya Keesokkan harinya barang
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tersebut masih belum sampai ke tujuan, maka dari dari pihak JNE melakukan
service terhadap barang tersebut mencari dimana keberadaan barang si pengirim
tersebut. Jika terjadi kesalahan dari pengantar atau karyawan JNE maka pihak

JNE melakukan wanprestasi yaitu ingkar janji terhadap pengirim.

Pengirim berhak melakukan klaim terhadap PT.JNE karena barang yang
dikinim tidak tepat dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.Dalam Pasal
(9) Syarat Santar Pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir(SSP): Setiap klaim
dari shipper sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus
disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor JNE paling lambat 14
har: setelah tanggal dokumen atau barang iersebut seharusnya telah diterima di
tujuan dan jumlah klaim tidak tidak dapat diperhitungankan dengan jumlah

tagihan dari JNE.

Cara mengajukan klaim ganti rugi ke PT.JNE yaitu

a. Laporlah ke agen tempat kita mengirim paket tersebut.

b. Isilah dengan lengkap surat Klaim yang disediakan agen JNE yang berisi
pernyataan kehilangan atau mengalami kerusakan pada paket . Isilah
barang apa vyang dikirim, berapa nilainya, dari mana dan kemana
tujuannya, dan detail-detail lain yang berhubungan.

¢. Serahkan surat klaim yang telah anda 1si semua ke petugas INE, kemudian
silahkan tunggu beberapa hari kurang lebih 14 hari kerja, dan bila tidak

ada kabarnya stlahkan tanyakan ke Kantor pusat JNE dikota anda.
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B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi
Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha

Ekakurir(JNE).

Pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan
bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwaiibkan, apabila
si  berhutang, seielah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikar atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal
tersebut intinya adalah mengatur ketentuan-ketentuan yang prinsipiii mengenat

ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal tidek dipenuhinya perikatan.

Mengenai besarmya ganti rugi yang ditetapkan oleh para pihak dalam suatu
persetujuan diatur dalam pasal 1249 KUH Perdata, yang berbunyi : * Jika dalam
suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti
rugi harus membayar suatu jumlah vang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak
boleh diberikan suatu jumlah yang lebth maupun yang kurang dari pada jumlah
itu”.*' Selain jika besarnya ganti rugi sudah ditentukan dalam persetujuan (pasal
1249 KUH Perdata) atau jika Undang-Undang secara tegas menentukan lain(pasal
1250 KUH Perdata), maka besarnya ganti rugi harus dditentukan sedemikian rupa
sehingga kedaaan harta kekayaan kreditur adalah sama seperti jika seandainya
debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian harus dihitung sejak debitur dalam
keadaan lalai. Pada asasnva harus bisa dibuktikan bahwa kreditur telah menderita

kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

2n : ; , -
Legalstudies71 blogspot com diakses tanggal 27 Januan 2017



Menurut pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu
kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Kedua faktor tersebut mencakup biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah
pengeluaran-pengeluaran nyata,misalnya biaya notaries, biaya perjalanan, dan
lain-lain. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari
ingkar janji. Dan bunga adalah keuntungar yang seharusnya diperoleh kreditur

jika tidak terjadi ingkar janii.

Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhaiikan ;

1. Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seseorang
kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti kcadaan

kreditur yang bersangkutan.

[

Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji
dari debitur. Misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka
pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan

menyimpan barang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai
kerugian yang bersifat materiil saja, sedangkan kerugian immateriil tidak diatur.
Biasanya kerugian immateriil ini timbul sehubungan dengan perbuatan melawan

hukum, akan tetapi dapat juga timbul karena ingkar janji.

I. Akibat adanya wanprestasi
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Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.*

Perikata: tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi,
apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak
menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hai
ini disebabkan krediiur akan mendapat keuntungan apabila debitur
melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH
Perdata)

Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul
seteiah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan
besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk
berpegang pada keadaan memaksa.

Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan
menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi

hal-hal sebagai berikut:*’

a.

Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

2 Ihidd. halaman. 99
** Ibid halaman 99
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b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal
1267 K17H Perdata).

c¢. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian
karena keterlambatan.

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

4

Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

Ganti rugi itv berupa pembayaran uang denda.

Ada dua sebab timbulnya gant rugi, vaitu ganti rugi Karena wanprestasi
aan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam
Buku [il KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal i24 KUH Perdata s.d Pasai 1252
KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah
suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan
kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya

kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang
dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat
antara kreditur dengan debitur. Misalnya,  Rendi ingin mengirimkan barang ke
pulau jawa vyaitu satu kardus pempek. Melalui jasa pengiriman barang PT Jalur
Nugraha Ekakurir(JNE).Pada hari senin rendi datang ke kantor PT.JNE dengan
membawa pempek tersebut. Kemudian terjadilah suatu perjanjian yang terikat
dengan pihak INE dengan ketentuan vang berlaku. Karena barang tersebut

berjenis pempek maka cara pengirimannya memakai sistem YES( Yakin Esok
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Sampai).Jadi, Rendi mengirim pempek tersebut pada hari senin otomatis pada hari

selasa barang tersebut sudah sampai kepada penerimanya,

Tetapi pada hari selasa barang tersebut masih belum sampai kepada
penerimanya dipulau jawa. Setelah dikonfirmasi ke pihak JNE ternyata terjadi
keterlambatan maka otomatis pempek tersebut tidak bisa lagi dikonsumisi oleh
penerimanya. Atas keterlambatan tersebut maka rendi berhak menuntut ganti rugi
ternadap pihak 'NE karena pihak JNE telah melakukain wanprestasi yaitu ingkar
1anti.Rendi mendatangl kembali kanter JNE dengan membawa persyaratan untuk
megajukan klaim atau ganti rugi terhadap keterlambatan barang tersebut.setelah
itu maxka akan diproses lebih lanjut lagi.Pihak debitur yaitu PT. JNE telah ada
Syarat Standar Pengiriman (SSP) dan sudah ada dibagian kertas pembuatan 1s)
perjanjian antara pengirim dan pihak JNE. Dan didalam Pasal (8) disebutkan

tentang ganti rugi.

Yang isinya yaitu:

1. JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami
shipper akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau
barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau
dokumen masih berada dalam pengawasan INE, dengan catatan bahwa
kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelailaian karyawan
atau agen JNE,

2. JNE tidak bertanggung jawab atas Kerugian Konsekuensi yang timbul

akibat dari kejadian tersebut diatas, yaitu kerugian yang termasuk dan



tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak
langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau
pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan control
JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau Force
Majeure.

3. Nilai pertanggung jawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausula 8
ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau
kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali
biaya kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesi
dan USS 100.00 untuk kiriman tujuan diluar indonesia, per-kirimian.
Penentuan nilai pertanggung jawaban JNE ditctapkan dengan
mempertimbangkan nilai dokumen atau barang penggantinya pada waktu
dan tempat pengiriman, tanpa menghubungkannya dengan nilai komersial
dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klasula 8 ayat (2)

diatas.

Untuk menentukan kriteria ganti rugi akibat wanprestasi vang terjadi
dalam jasa pengiriman barang melalui PT Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) yaitu
dengan cara melihat barang yang dikirim oleh pengirim tersebut. Jika barang
tersebut tidak diasuransikan maka kirimannya akan diganti 10 kali biaya
pengiriman tetapi kalau barang tersebut diasuransikan maka diganti sesuai dengan
harga pertanggungan barangnya Contohnya, barang dengan harga Rp.24.000 /kg
maka 10 kali lipat biava pengiriman tersebut yaitu Rp.240.000.Kalau barang yang

diasuransikan maka akan dilihat berapa harga barang tersebut diasuransikan.
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Barang yang diasuransikan adalah barang dengan biaya melebihi 10 kali lipat

biaya pengiriman,



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut

pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran

sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1

N

Cara imembuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman
barang melalui PT. JNE adalah: dengan melihat wujud wanprestasi yaitu
Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang
menipakan kewajibarnya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau
katakanlah prestasi yvang buruk, misalnya barang tersebut rusak hilang
atau terlambat sampai ke tujuan. Maka pengirin berhak melakukan
klaim terhadap PT. JNE karena barang yang dikirim tidak tepat dengan
perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam Pasal (9) ayat (1) dan
(2) Syarat Standar Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (SSP):
(1)Setiap klaim dari shipper sehubungan dengan kewajiban dan tanggung
jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh
Kantor JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang
tersebut seharusnya telah diterima di tujuan (2)Jumlah klaim tidak dapat
diperhitungkan dengan jumlah tagihan dan JNE.

Kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam bidang

jasa pengiriman barang melalui JNE adalah : dengan cara melihat

50




51

Barang yang dikirim oleh pengirim tersebut. Jika barang tersebut tidak

diasuransikan maka kirimannya akan diganti 10 kali biaya pengiriman tetapi kalau

barang tersebut diasuransikan maka diganti sesuai dengan harga pertanggungan

barangnya.Contohnya, barang dengan harga Rp.24.000 /kg maka 10 kali lipat

biaya pengiriman tersebut vaitu Rp.240.000 Kalau barang yang diasuransikan

maka akan dilihat berapa harga barang tersebut diasuransikan. Barang yaiig

diasuransikan adalah barang dengan biaya melebihi 10 kali lipat biaya

pengiriman.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam

skripsi ini yaitu:

b

2

Disarankan kepada karyawan PT. JNE tidak lalai dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan serta mmemahami
informasi mengenai Pasal 3 tentang tata cara pengangkutan didalam
Syarat  Standar Pengiriman(SSP) di  PT.Jalur Nugraha
Ekakurir(JNE) Agar tidak ada lagi keterlambatan atau kerusakan
barang oleh karyawan PT.JNE.

Hendaknya PT. JNE lebih tanggap lagi terhadap keluhan dari
masyarakat akibat adanya wanprestasi dalam proses pengirimannya
dan dengan segera untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
pengirim apabila wanprestasi terscbut memang terjadi karena

kesalahan dari pthak PT. INE sendiri.
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3. Hendaknya setiap masalah yang terjadi antara pengirim dengan PT.
JNE dapat diselesaikan secara damai. Hal ini karena memang
merupakan penyelesaian masalah yang terbaik. Pihak yang merasa
dirugikan dapat menyampaikan keluhan atas masalah yang dialaminya
akibat terjadinya wanprestasi tersebut. Dan pihak yang bertanggung
jawab skan dengan inudah untuk bernegosiasi dengan pihak yang
dirugikan dan mencarikan solusi terbaik yang akan disepakati olek

kedua pihak guna untuk mencapai kesepakatan bersama.
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Syarat Standar Pengiriman PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (SSP)

Disaat shipper (pengirim) menyerahkan barang atau dokumen untuk dikirimkan atau ditransportasikan oleh
INE (sebagaimana didefinisikan di bawah), para shipper dianggap telah menerima dan setuju dengan 55P di
bawah ini:

1. PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
INE berarti termasuk seluruh agen JNE yang telah diangkat dan ditempatkan dilokasi-lokasi yang telah

ditentukan berdasarkan perjanjian keagenan INE.

2. Ketentuan Tentang SSP

(1) Seluruh transaksi yang dilakukan JNE dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah diatur dalam

SSP ini. .

(2) SSP adalah svarat dasar yang mengikat dan merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari
perjanjian/ketentuan tertulis lainnya. '

(3) JNE tidak dapat dibebani dengan perjanjian lain selain yang ditulis dalam S5P ini kecuali dengan perjanjian

tertulis dan ditandatangani oleh prjabat JNE yang berw=nang dan yang bertindak uniuk dan atas nama JNE.

3. Tata Cara Pengangkutan

(1) JNE bukan perusahaan angkutan umum dan hanya akan mengangkut dokumen atau barang sesuai syarat

dan kondisi SSP ini. JNE berhak menolak untuk menerima atau miengangkut dokumen atau barang tertentu
dari parorangan, ataupun perusanaan berdasarkan kebijaksanaan JMEC sendiri.

(2) JNE berhak mengangkut dokumen atau barang milik Shipper melalui jalur dan prosedur dengan
menggunakan perusahaan angkutan dan dengan cara penanganan, pergudangan serta transportasi yang cocok
dan baik menurut kebijakan JNE.

(3) Pembungkusan dckumen atau barang Shipper uniuk pengankutan merunakan tanggung jawab Shipper
termasuk penempatan dckumen atau barang ke dalam suatu wadah yang rungkin disediakan JNE.

(4) INE tidak bertanggung iawab atas kehilangan atau kerusakan doxumen atau barang yang diakibatkan
ketidaksempurnaan pembungkisan oleh Shipper.

(5) Shipper bertanggung jawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi
kiriman dokumen atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat.

(6) INE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul akibat
kelalaian dan kesalahan Shipper dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

4. Pemeriksaan Kiriman

(1) INE berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh Shipper untuk
memastikan bahwa suatu kiriman dokumen atau barang adalah layak untuk diangkut ke kota tujuan sesuai
syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan Cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.

(2) JNE dalam melaksanakan haknya tidak menjamin atau menyatakan seluruh kiriman adalah layak untuk
pengangkutan dan pengantaran tanpa melanggar hukum disemua kota asal, tujuan atau yang dilalui kiriman
tersebut. ’

(3) INE tidak bertanggung jawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan
Shipper kepada JNE.

(4) JNE tidak bertanggung jawab atas denda, kehilangan atau kerusakan selama dokumen atau barang Shipper
berada dalam penahanan Bea dan Cukai atau pejabat berwenang lainnya. Shipper dengan ini membebaskan
JNE dari keharusan bertanggung jawab atas denda atau kerugian tersebut.

5. Larangan Kiriman

(1) JNE tidak menerima barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obat terlarang, emas dan
perak, uang logam, abu, cyanide, platinum dan batu atau metal berharga dan perangko dan barang curian, cek
tunai, money order, atau traveler’s cek, surat, barang anti k, lukisan antik, binatang atau tanaman hidup.

(2) Apabila Shipper  mengirimkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan INE, maka Shipper
membebaskan JNE dari seluruh klaim atas kerusakan, biaya yang mungkin timbul serta tuntutan dari pihak
manapun terhadap kondisi ini termasuk untuk menjalankan hak yang diatur dalam klausula 4 ayat (1).

(3) JNE berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu segera setelah JNE mengetahui adanya
pelanggaran terhadap kondisi ini termasuk untuk menjalankan hak yang diatur dalam klausula 4 ayat (1).



6. Jaminan Kepemilikan Kiriman

(1) Shipper dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan berhak atas dokumen
atau barang yang diserahkannya untuk dikirimkan oleh JNE dan telah sepakat untuk mengikatkan diri dengan
SSP ini, tidak hanya atas nama diri sendiri melainkan juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak
yang berkepentingan atas dokumen atau barang tersebut.

(2) Shipper dengan ini menyatakan membebaskan INE dari tuntutan pihak manapun dan dari seluruh biaya
kerusakan dan atau biaya lainnya apabila terjadi pelanggaran.

7. Tarif

(1) INE melakukan penagihan berdasarkan tarif yang telah diberitahukan kepada para Shipper dari waktu ke
waktu untuk menyampaikan kiriman dokumen atau barang milik Shipper, yang telah disetujui oleh INE dengan
masing-masing Shipper.

(2) Tarif yang ditentukan iNE termasuk biaya airport tax (pajak airport) setempat, tetapi tidak termasuk Pajak
Pertambanan Nilai (PPN), Bea Masuk Retribusi Import atau Deposit sehubungan dengan pengangkutan
dokumen atau barang milik Shipper.

8. Ganti Rugi

(1) INE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian vang dialami Shipper akibat kerusakan atau
kehilangan dari pangiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang

atau dokumen masih barada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata
disebabkan karena kelalaian karyawan atau ager JNE.

(2) JNE tidak bertanggung iawab atas Kerugian Konsekuensi yang timbui akibat dari kejadian tersebut di atas,
yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak
langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh
hal-hai yang diluar kemampuan control JNE atau kerugian ztas kerusakan akibat bencana alam atau Force
Majeure.

(3) Nilai pertanggung jawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausula 8 ayat (1) di atas adalah dalam
bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan ackumen atau barang vang nilainya tidak melebihi 10 kali

biaya kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan USS 100.00 untuk kiriman
tujuan diluar Indonesia, per-kiriman. Penentuan nilai pertanggung jawaban INE ditetapkan dengan
mempertimbangkan nilai dokumen atau barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman, tanpa
menghubungkannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam kiausula 8

ayat (2) di atas.

9. Tata Cara Klaim

(1) Setiap klaim dari Shipper sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus disampaikan secara
tertulis dan telah diterima oleh kantor INE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang
tersebut seharusnya telah diterima di tujuan.

(2) Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE.

10. Lain-lain
JNE bukan perusahaan angkutan udara yang tunduk pada ketentuan Konfrensi Warsawa 1929. INE bertindak

selaku agen dari Shipper pada saat mengirimkan dokumen atau barang melalui perusahaan angkutan udara
tertentu. Tanpa mengurangi hak-hak umum Shipper, JNE memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari
perusahaan penerbangan atas kehilangan atau biaya yang timbul pada Shipper tersebut.
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GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN
BARANG MELALUI PT.JALUR NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG
PERMASALAHAN

1. Bagaimana cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa
pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir{JNE)?

2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam
bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)?

BAB 1 : PENDAHULUAN

Latar Belakang
Permasalahan

Ruang Lingkup dan Tujuan
Definisi Operasional
Metode Penelitian
Sistematika Penulisan
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BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian Pengiriman Barang

Pengertian Wanprestasi

Pengertian jasa Pengiriman Barang

Pertanggung Jawaban Atas Wanprestasi Bidang Jasa
Pengiriman Barang
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BAB 111 : PEMBAHASAN
A. Cara Membuktikan Terjadinya Wanprestasi Dalam Bidang jasa
Pengiriman Barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE).
B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi
Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang melalui PT. Jalur
Nugraha Ekakurir (JNE).

BAB 1V : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



